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Tarik Paksa Masih Marak

Komisi XIl Sarankan
Audit Jasa Penagihan

SEMNAYAN menyesalkan masih
maraknya praklik penggunaan
jasa debt collector alias penagih
utang olech perusahaan leasing
atau pembiayvaan di lapangan.
MNereka kerap kali menarik pak-
sa kendaraan di jalan raya yvang
tidak sesuai dengan ketentaan
hukum, sehingga menimbualkan
keresahan di masyarakat.

Aungoota Kormisi XITT DPR M-
hammad Rofigi memmta praktik
penagihan yvang dilakukan sccara
ilegal dan melanggar prosceduar
ditertibkan. Sebab scjumlah pe-
langgaran masih sering diternulkan.
Seperti penggunaan kekerasan,
penarikan kendaraan di tempat
umrm, serta penagihan anpa do-
kumen resmi yvang lenpgkap.

“Apabila ada debt collector
yang melakulkan penagihan tidak
sesuai prosedur, sanksinya haras
jelas, jika mungkin perusahaan
feasing-nya harus ditutup, " tegas
Rofigi di Gedung DPR, Jakarta,
Selasa (20/1/2026).

Rolfigi meminta regulator
sebagai pihak pemberi izin untuk
mernjatuhkan sanksi administra-
il 1igga denda berat kepada
perusahaan leasing vang terbulkoi
mengpunakan jasa penagih
melanggar aturan. Karena per-
soalan penagihan kerap berulang
« nembutubhkan solusi tegas.

'Perla dilakukan audit menyelu-
ruh terhadap prosedur penagihan,
termasuk keabsahan sural tugas
resmmi vang dimiliki oleh petugas
penagih. Selain itu, debitur sebagai
konsumen juga tetap moemiliki
keswwvajiban untuk memenuhi permn-
bayvaran secsuai pedjanjian yvang
telah disepakati,” sebutnya.

Scnada, angpota Komisi X111
DPR Umbu Kabunang Rudi
Yarto Hunga menilai. chksekusi
objek ldusia yang tidak jelas
aturannya telah memunculkan

o
Mubhammad Rofiqi

praktill perampasan kendaraan
di jalan raya. Hal ini bukan scka-
dar persoalan komrak perdata,
tetapi sudah menyentuh- aspek
poerlindungan Hak Asasi danusia
(HAND, bahlkan e nbulkan
korban jiwa hampir setiap tahun.

"Ini akibat lemahnya regulasi
dan ketiadaan standar operasional
proscdur (SOP) lintas lembaga
wvang membuka ruang terjadinya

pelangparan HAM, khususnva
terhadap masyarakat kecil sebagai
debitar,” kata Umbu di Gedung
DPR, Jakarta. Sclasa 20/1/2002G).

Diketahui, fidusia adalah pe-
ngalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayvaan,
di mana benda tersebut tetap
boerada dalam penguasaan porni-
liknya (debitur) sebagai jarminan
pelunasan utang kepada pemberi
pinjaman (kreditar)

Umbu mencontohkan kasus
wvang lerjadi di Jakarta Selatan
Dua warga asal Nusa Tenggara
Timur {(NTT) menjadi korban
dalam proses penarikan kendara-
an. Kejadian tersebuat menunjuk-
kan negara belum sepenuhnya
hadir melindungi warga dari
prakiik kekerasan vang lahir
akibat kekosongan hukurm.

Putusan Mahkamah Konstitasi

(NAK) Nomor 18/PUU-XWTL/2019
sgjatinya telah menegaskan prin-
sip perlindungan HANM dalam
cksckusi Bdusia. Isinyva eksekusi
hanya dapat dilakukan apabila
terdapatl kesepakatan wanprestasi
secara jelas dan penyerahan objek
dilakukan seccara sukarcla oleh
debitar. "Jika tidak, maka ckselusi
wajib melalui moekanisme penga-
dilamn.” tegas politikus Golkar ini.

MNamun dalam praktiknwya,
belum terdapat SOP terpadu
yvang mengikat Kemenierian
Hulkum, Kepolisian, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Mahkamah
Agpung (MA), serta lembaga pem-
biavaan. Akibatnya, tecjadi pralk-
tik penycbaran data objek kredit
macet yvang mermungkinkan siapa
pun melakukan penarikan ken-
daraan tanpa legitimmasi hukurn.
"Kondisi ind menciptakan keta-
kutan di masyarakatl."” ucapnya.

Debitur, lanjut dia, kehilangan
rasa aman di ruang publik. Se-
mentara penarikan dilakukan
tanpa kepastian hukum. Ini ber-
tentangan dengan prinsip negara
hukurm dan perlindungan HANM.

Komisi XIII DPR momandang
porlu adanya revisi Undang-Tn-
dang MNomor 42 Tahun 19899 ten-
tang Jaminan Fidusia. Tujuannya
untuk memperkuat perlindungan
hak debitur tanpa mengabaikan hal
kreditur. Revisi tersebuat diharaplan
mampu menegaskan batas ke-
wenangan cksekusi serta mernjarmin
setap tiindakan penankan objek fi-
dusia dilakukan secara rmanusiawi,
transparan, dan akuritabel.

Sclain itu, ia moenyoroti aspek
porlindungan pekerja dalam pralk-
tik penagihan utang. Keberadaan
puluban ribu debt collector seba-
zai realitas sosial yang perlu dia-
tur secara jelas agar tidak menjadi
korban kriminalisasi maupun
pelako pelanggaran HAM . m TiF
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